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Abstract (English)  

The licensing transformation in Indonesia aims to create a conducive 

business environment, supported by Tabalong Regency through 

Regional Regulation Number 5 of 2023 on Capital Investment 

Implementation. This research examines the implementation of risk-

based business licensing policies in Tabalong Regency and identifies 

hindering factors. 

The study, using qualitative methods, found that the policy aims to 

increase efficiency and transparency through the Online Single 

Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). The services include 

independent licensing by business actors and facilitated support 

through socialization, guidance, mentoring, and helpdesk 

services.While the policy implementation has been effective in 

communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, it 

faces obstacles such as a limited number of officers and a low 

understanding of the process among MSMEs, slowing down the 

licensing process. DPMPTSP Tabalong Regency is working to 

overcome these obstacles by increasing officer capacity and 

providing effective facilitation.Recommendations include hiring 

more employees, enhancing outreach and technical guidance for 

MSMEs, involving Technical SKPD, and conducting comparative 

studies on the policy's implementation in other regions. 
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Abstrak (Indonesia)  

Transformasi perizinan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan bisnis yang kondusif, didukung oleh Kabupaten 

Tabalong melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Penanaman Modal. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan 

perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong dan 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Studi ini, 

menggunakan metode kualitatif, menemukan bahwa kebijakan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi 

melalui Pendekatan Berbasis Risiko dalam Online Single 

Submission (OSS-RBA). Layanan ini mencakup perizinan mandiri 

oleh pelaku usaha dan dukungan yang difasilitasi melalui sosialisasi, 

bimbingan teknis, pendampingan, dan layanan helpdesk. Meskipun 

pelaksanaan kebijakan ini efektif dalam hal komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi, terdapat hambatan seperti 

jumlah petugas yang terbatas dan pemahaman proses yang rendah di 

kalangan UMKM, yang memperlambat proses perizinan. 

DPMPTSP Kabupaten Tabalong berupaya mengatasi hambatan ini 

dengan meningkatkan kapasitas petugas dan menyediakan fasilitasi 

yang efektif.Rekomendasi termasuk penambahan pegawai, 

peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk UMKM, 

melibatkan SKPD Teknis, dan melakukan studi banding tentang 

pelaksanaan kebijakan di daerah lain. 
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Pendahuluan  

Administrasi publik di Indonesia telah mengalami perkembangan 

signifikan, beralih dari model birokratis dan hierarkis menuju pendekatan 

yang lebih modern dan responsif. Pada masa awal, administrasi publik di 

Indonesia cenderung kaku dan formal, namun seiring dengan perkembangan 

zaman, muncul paradigma baru seperti New Public Management (NPM) dan 

New Public Service (NPS). NPM fokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil, 

mengadopsi praktik sektor swasta yang lebih fleksibel. Sebaliknya, NPS 

menekankan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, 

transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung perkembangan 

ekonomi dan investasi. 

Salah satu perubahan signifikan dalam administrasi publik di Indonesia 

adalah dalam bidang perizinan usaha. Pemerintah Indonesia menerapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengadopsi sistem Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini bertujuan untuk 

mempermudah proses perizinan secara elektronik, mengurangi interaksi 

langsung, dan mempercepat proses. Di Kabupaten Tabalong, transformasi ini 

didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang memfasilitasi perizinan berbasis 

risiko untuk meningkatkan daya saing investasi. Meskipun demikian, 

implementasi OSS-RBA masih menghadapi kendala teknis dan kurangnya 

pemahaman dari pelaku usaha, yang menghambat optimalisasi sistem ini. 

Kabupaten Tabalong juga berupaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan regulasi perizinan yang 

rumit. Pemerintah terus melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan 

agar UMKM dapat memanfaatkan fasilitas perizinan dengan efektif. Pada 

tahun 2019, terdapat sekitar 65,4 juta UMKM di Indonesia yang berperan 

penting dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di 

Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tabalong, pemerintah 

mengutamakan pembinaan, pemberdayaan, dan penyederhanaan perizinan 

usaha untuk UMKM. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021, pemerintah 

provinsi berkomitmen untuk meningkatkan fasilitasi perizinan usaha dengan 

sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. 

Jumlah UMKM di Kalimantan Selatan bervariasi di berbagai kabupaten, 

dengan Kabupaten Banjar memiliki UMKM tertinggi sebanyak 67.655, 

Kabupaten Tabalong sebanyak 18.890, dan Kabupaten Tanah Bumbu 

terendah sebanyak 4.473. Data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Tabalong menunjukkan peningkatan jumlah 

penerbitan perizinan dan non-perizinan dari tahun 2020 hingga 2023, 

mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi 

layanan perizinan. Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach 

(OSS-RBA) diperkenalkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
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tentang Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses 

perizinan usaha.  

Namun, penerapan OSS-RBA di daerah seperti Kabupaten Tabalong 

masih menghadapi kendala teknis dan administratif, termasuk pemahaman 

yang rendah mengenai cara penggunaan sistem oleh pelaku usaha, terutama 

yang kurang terampil dalam teknologi. Fenomena ini menunjukkan perlunya 

peningkatan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam menggunakan 

teknologi OSS, serta penyederhanaan proses administrasi untuk mengurangi 

beban mereka. Meskipun sistem OSS-RBA bertujuan menyederhanakan 

proses perizinan berdasarkan penilaian risiko, implementasi yang efektif 

masih memerlukan dukungan lebih lanjut, termasuk pendampingan dan 

pelatihan bagi pelaku usaha agar tujuan efisiensi dan efektivitas tercapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 

perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong dan menganalisis 

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Diharapkan, penelitian ini 

memberikan kontribusi teoretis pada bidang administrasi publik dan 

rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan 

perizinan, serta mendukung UMKM dalam kontribusi mereka terhadap 

perekonomian lokal dan nasional. 

Tinjauan Pustaka 

1. Model Implementasi George Edward III 

Teori Edward III menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan 

kunci keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan yang terperinci tidak akan 

efektif tanpa implementasi yang baik, begitu juga sebaliknya. Implementasi 

yang sukses memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang pada tahap 

perumusan kebijakan. Empat Faktor Utama dalam Implementasi Kebijakan: 

1. Komunikasi 

Komunikasi yang efektif antara pembuat dan pelaksana kebijakan 

sangat penting. Informasi kebijakan harus disampaikan dengan jelas 

kepada semua pihak yang terlibat untuk memastikan pemahaman 

yang tepat. Kebijakan harus dikomunikasikan kepada pelaksana, 

kelompok sasaran, dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman 

yang komprehensif. Konsistensi dalam komunikasi kebijakan 

diperlukan untuk menghindari kebingungan. 

2. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia yang terlatih, anggaran yang memadai, dan 

infrastruktur yang mendukung adalah kunci sukses implementasi 

kebijakan. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat 

menghambat implementasi. Sumber daya peralatan dan kewenangan 

yang cukup juga penting untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

3. Disposisi 

Karakter dan sikap pelaksana kebijakan seperti dedikasi dan integritas 

sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keselarasan 

disposisi antara pelaksana dan pembuat kebijakan penting untuk 

efektivitas pelaksanaan. 

4. Struktur birokrasi 
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Struktur birokrasi yang efisien diperlukan untuk pelaksanaan 

kebijakan yang efektif. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

membantu memastikan konsistensi dan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas. Fragmentasi dalam struktur birokrasi dapat menghambat 

komunikasi dan koordinasi, sehingga memerlukan SOP yang efektif. 

Aplikasi dalam Konteks Kabupaten Tabalong: 

Dalam konteks studi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko di 

Kabupaten Tabalong, teori Edward III digunakan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hambatan 

yang diidentifikasi melalui teori ini memberikan dasar untuk rekomendasi 

perbaikan yang lebih terfokus guna meningkatkan efektivitas implementasi 

kebijakan di Kabupaten Tabalong. 

2. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, terutama dari Pasal 7 hingga Pasal 12, sistem perizinan usaha yang 

mengutamakan evaluasi risiko diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut, "Perizinan 

Berusaha" didefinisikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan mereka. Ayat 3 

dari pasal yang sama menjelaskan bahwa "Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko" adalah perizinan yang diberikan berdasarkan penilaian risiko dari 

kegiatan usaha yang dilakukan. 

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan langkah 

strategis pemerintah untuk merangsang investasi dan kegiatan ekonomi. 

Tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang mendukung melalui 

dua pendekatan utama yaitu penerbitan perizinan yang efisien dan sederhana 

serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan. Pelaku usaha harus 

memenuhi persyaratan dasar seperti penggunaan lahan, persetujuan 

lingkungan, dan sertifikasi fungsi, serta memperoleh perizinan berbasis risiko 

sebagai bagian dari strategi manajemen risiko. Kebijakan ini tidak hanya 

menjadi kewajiban hukum tetapi juga diharapkan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing 

(Permatasari, 2021). 

Berdasarkan penilaian bahaya, potensi risiko, dan skala kegiatan usaha, 

kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi empat kategori risiko: Risiko 

Rendah, Risiko Menengah Rendah, Risiko Menengah Tinggi, dan Risiko 

Tinggi. Sesuai dengan klasifikasi tersebut, jenis perizinan berusaha yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan usaha dengan risiko rendah: NIB (Nomor Induk 

Berusaha) adalah identifikasi resmi yang diberikan kepada pelaku 

usaha oleh pemerintah Indonesia. 

2. Kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah: Pelaku usaha 

diharuskan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) serta Sertifikat 

Standar. 

3. Kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi: Pelaku usaha 

diharuskan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat 

Standar yang terverifikasi. 



 

 

 

238 | P a g e  

 

 

ISSN: 3032-7482 

(2024), 1 (4): 234–248                

Retorika 

 
Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik 

4. Kegiatan usaha dengan risiko tinggi: Pelaku usaha diharuskan 

memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin usaha yang 

sesuai. 

Penamaan perizinan ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini membantu dalam 

memastikan bahwa setiap jenis kegiatan usaha mendapatkan tingkat perizinan 

yang sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya, sekaligus mendukung 

upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan 

teratur. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2023 

memberikan pedoman spesifik untuk implementasi kebijakan perizinan 

berusaha berbasis risiko di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pelayanan 

perizinan oleh DPMPTSP disesuaikan dengan regulasi perundang-undangan 

yang mengatur perizinan berbasis risiko. Di Kabupaten Tabalong, pelayanan 

perizinan mengadopsi sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola 

oleh pemerintah pusat sejak diberlakukannya OSS. OSS-RBA (Online Single 

Submission Risk Based Approach) kini dianggap lebih efektif dibandingkan 

dengan pendahulunya karena kemampuan perizinan daring yang lebih baik 

dan integrasi data perizinan yang semakin luas. Dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksananya, proses perizinan 

melalui OSS-RBA semakin dipermudah. Saat ini, perizinan berusaha melalui 

OSS-RBA didasarkan pada prinsip perizinan berusaha berbasis risiko, di 

mana tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis perizinan yang 

diperlukan (Thea, 2023). 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur pengelompokan 

perizinan usaha berdasarkan risiko, menyederhanakan proses perizinan yang 

sebelumnya kompleks dan berjenjang di berbagai lembaga pemerintah. 

Regulasi ini menerapkan Sistem OSS Berbasis Risiko untuk 1.702 jenis 

kegiatan usaha, termasuk 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

(KBLI) untuk mengidentifikasi kegiatan usaha dalam OSS RBA. Perizinan 

berusaha berdasarkan risiko diterapkan pada 16 sektor usaha, seperti sektor 

kelautan dan perikanan, pertanian, pelestarian lingkungan, energi, industri, 

perdagangan, transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, 

keagamaan, telekomunikasi, dan ketenagakerjaan. 

Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami 

fenomena sosial dan budaya dari perspektif subjek yang diteliti. Metode ini 

mengandalkan data naratif dan deskriptif yang dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam, observasi, diskusi kelompok terarah, dan analisis 

dokumen. Tujuan utamanya adalah mengungkap makna di balik tindakan, 

pengalaman, dan interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan metode empiris 

dengan pendekatan sosiologis yang cenderung menggunakan analisis 

kualitatif. Secara deskriptif, penelitian bertujuan menjelaskan dan 

menyimpulkan berbagai kondisi serta variabel situasi yang timbul dalam 

masyarakat yang menjadi fokus penelitian 

2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data  
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Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk data primer dan 

teknik identifikasi isi untuk data sekunder. Data primer diperoleh langsung 

dari informan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen terkait. 

Data primer diperoleh dari 11 informan yang memiliki pemahaman 

mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Informan terdiri dari kepala 

DPMPTSP, kepala bidang pelayanan, kasubag perencanaan, analis dokumen 

perizinan, petugas front office, petugas back office, pelaku usaha, dan 

akademisi.  

Analisis data dilakukan secara interaktif dan mendalam untuk 

mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan. Prosesnya meliputi 

pengumpulan data, pengkondensasian data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan, dan verifikasi. Triangulasi data juga dilakukan untuk 

memastikan validitas temuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di 

Kabupaten Tabalong 
Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong 

telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single 

Submission), yang menghapus proses manual dalam pengajuan izin. 

Implementasi OSS-RBA (Risk-Based Approach) ini memungkinkan pelaku 

usaha untuk mengajukan izin secara mandiri menggunakan perangkat pribadi 

atau fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP. Bagi pelaku usaha yang 

mengalami kesulitan, DPMPTSP memberikan bantuan melalui fasilitasi 

khusus, memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan lancar dan 

efisien. Penelitian di DPMPTSP Kabupaten Tabalong mengungkap bahwa 

penerapan sistem OSS-RBA telah menghasilkan perubahan signifikan dalam 

mekanisme perizinan. Sistem ini membawa struktur yang lebih jelas dan 

terorganisir, memudahkan pelaku usaha dalam memahami dan mengikuti 

prosedur perizinan. Dengan pendekatan berbasis risiko, proses perizinan 

menjadi lebih efisien, di mana usaha dengan risiko rendah dapat disetujui 

lebih cepat, mempercepat keseluruhan proses persetujuan dan meningkatkan 

daya saing investasi di daerah tersebut. 

Penggunaan OSS juga berperan penting dalam meminimalisir potensi 

tindakan tidak diinginkan, seperti interaksi yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan antara petugas dan pelaku usaha. Sistem yang terkomputerisasi 

ini menjamin bahwa seluruh proses perizinan dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. Dengan demikian, keadilan dan integritas dalam pelayanan 

perizinan dapat terjaga, memberikan kepercayaan lebih kepada pelaku usaha 



 

 

 

240 | P a g e  

 

 

ISSN: 3032-7482 

(2024), 1 (4): 234–248                

Retorika 

 
Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik 

terhadap pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kebijakan perizinan 

berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS di Kabupaten Tabalong telah 

membawa dampak positif yang signifikan. Dengan proses yang lebih 

terstruktur dan efisien, serta transparansi yang terjaga, perizinan usaha 

menjadi lebih mudah dan cepat. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan 

kepuasan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Tabalong 

sebagai daerah yang ramah investasi, siap bersaing di tingkat nasional 

maupun global. 

1. Pelayanan Secara Mandiri  

Pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Tabalong, yang dikelola 

oleh DPMPTSP, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan 

terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan 

menggunakan sistem OSS-RBA. Proses ini terdiri dari beberapa langkah 

terstruktur, mulai dari pendaftaran hak akses menggunakan NIK e-KTP 

atau Passport dan nomor pengesahan badan usaha, hingga verifikasi 

legalitas usaha melalui akta pendirian perusahaan. Setelah pendaftaran 

dan verifikasi, pelaku usaha harus menginput data usaha sesuai dengan 

lokasi dan jenis kegiatan, memenuhi semua persyaratan yang telah 

ditetapkan, dan menjalani analisis risiko untuk mengevaluasi tingkat 

risiko yang mungkin dihadapi oleh usaha tersebut. 

Pendekatan ini memastikan bahwa perizinan berusaha diterbitkan 

sesuai dengan tingkat risiko yang telah dievaluasi, sehingga setiap usaha 

yang beroperasi di Kabupaten Tabalong dapat berjalan sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Proses ini tidak hanya membuat perizinan lebih 

efisien dan terstruktur, tetapi juga memastikan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelayanan perizinan, memberikan kepastian hukum 

dan kenyamanan bagi pelaku usaha. Penerbitan perizinan berusaha 

berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, memuat : 

a. Pendaftaran Hak Akses/Login 

Pelaku usaha harus mendaftar hak akses dengan NIK e-KTP atau 

Passport, nomor pengesahan badan usaha, dan dasar hukum 

pembentukan. Prosesnya melibatkan KTP, NPWP, nomor 

WA/email aktif, dan surat keterangan terdaftar dari 

Kemenkumham (jika berbadan hukum). Hak akses ini 

memungkinkan pelaku usaha untuk login dan mengajukan 

perizinan melalui OSS. 

b. Legalitas 

Usaha perseorangan memerlukan NIK, No WA/email aktif, 

sedangkan usaha non-perseorangan memerlukan akta pendirian 

dan nomor pengesahan dari Kemenkumham. Dengan memenuhi 

persyaratan legalitas, pelaku usaha dapat memperoleh hak akses 

OSS-RBA untuk menjalankan usaha. 

c. Pendataan 

Dalam penginputan data, informasi seperti KBLI 5 digit, lokasi 

usaha, jenis API, akses Kepabeanan, BPJS, WLKP, produk/jasa, 

kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, 

kepatuhan terhadap SNI atau sertifikat halal, dan validasi KKPR 
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harus diisi. Pengisian data ini penting untuk memastikan semua 

aspek kegiatan usaha tercatat dengan akurat. 

d. Analisis risiko 

Sistem OSS-RBA menilai risiko berdasarkan KBLI yang dipilih, 

faktor seperti luas lahan dan bangunan, jenis limbah, dampak 

sosial-ekonomi, ketersediaan sumber daya, dan kepatuhan 

regulasi lingkungan. Tingkat risiko diklasifikasikan menjadi 

Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi. 

Penilaian melibatkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya 

bahaya, dan penetapan tingkat risiko. Hasil analisis risiko 

digunakan untuk menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan. 

e. Penerbitan Perizinan Berusaha 

- Usaha Risiko Rendah (NIB)  : NIB diterbitkan otomatis oleh 

Sistem OSS setelah pelaku usaha menyampaikan pernyataan 

kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. 

- Usaha Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat 

Standar). Sertifikat Standar diterbitkan otomatis setelah 

pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan dan, jika 

diperlukan, formulir UKL-UPL atau SPPL. 

- Usaha Risiko Menengah Tinggi (NIB dan Sertifikat Standar 

yang Terverifikasi). Sertifikat Standar diterbitkan setelah 

verifikasi pemenuhan standar oleh instansi terkait. Pelaku 

usaha harus memenuhi standar paling lambat 90 hari sebelum 

operasional. 

- Usaha Risiko Tinggi (NIB dan Izin). Izin diterbitkan setelah 

pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar dan verifikasi oleh 

instansi terkait. Jika usaha memerlukan Amdal, harus ada 

Persetujuan Lingkungan sebelum mengajukan Izin. 

f. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Perizinan berusaha berbasis risiko menetapkan persyaratan dasar 

yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha meliputi: 

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Lokasi 

usaha harus sesuai dengan peraturan tata ruang. 

- Persetujuan Lingkungan: Mendapatkan persetujuan terkait 

dampak lingkungan. 

- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik 

Fungsi (SLF): Memastikan bangunan sesuai dengan 

peraturan dan layak fungsi. 

2. Fasilitasi 

a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis: 

- Sosialisasi merupakan langkah awal penting untuk 

menyampaikan informasi kebijakan perizinan berbasis risiko 

kepada masyarakat dan pelaku usaha. 

- Dilakukan melalui berbagai metode seperti sosialisasi 

langsung, menjadi narasumber, dan media sosial. 

- DPMPTSP juga mengadakan BIMTEK untuk pelaku usaha 

dan aparat kecamatan, desa, dan kelurahan untuk 
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memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan 

pemahaman. 

b. Layanan Pendampingan OSS-RBA: 

- DPMPTSP memberikan pendampingan pendaftaran 

perizinan kepada pelaku usaha yang memilih datang 

langsung ke kantor. 

- Pendampingan ini sangat diapresiasi oleh pelaku usaha 

seperti Ibu Indrawati dan Dr. Ony Erawati yang merasa 

terbantu dan puas dengan layanan yang diberikan. 

- Pelatihan teknis bagi petugas juga diadakan untuk 

meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan. 

c. Helpdesk OSS-RBA: 

- DPMPTSP menyiapkan tenaga pendamping Non-ASN 

sebagai Petugas Helpdesk OSS-RBA untuk memberikan 

bimbingan, konsultasi, dan asistensi, serta menyusun laporan 

bulanan. 

- Petugas Helpdesk sangat responsif dalam menangani kendala 

dan memfasilitasi komunikasi ke pusat, sehingga pelaku 

usaha merasa puas dengan layanan yang diberikan. 

d. Tim OSS : 

- DPMPTSP membentuk Tim OSS yang terdiri dari anggota 

SKPD dan instansi teknis terkait untuk memverifikasi 

persyaratan teknis sektoral. 

- Tim ini membantu mengurangi birokrasi, mempercepat 

proses perizinan, dan meningkatkan efisiensi pengambilan 

keputusan. 

- Kolaborasi tim ini memberikan kontribusi positif dalam 

percepatan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. 

Melalui berbagai upaya fasilitasi ini, DPMPTSP Kabupaten 

Tabalong berupaya untuk memastikan proses perizinan berusaha 

berbasis risiko dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan memberikan 

kepuasan kepada pelaku usaha serta masyarakat. Implementasi 

kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong 

telah dilakukan, namun terdapat beberapa hambatan yang mengganggu 

pelaksanaannya. Hambatan-hambatan ini dapat dibagi menjadi faktor 

internal dan eksternal yang memerlukan perhatian serta tindakan untuk 

diatasi. 

1. Hambatan internal meliputi terbatasnya jumlah dan kapasitas 

SDM yang tersedia. Jumlah ASN yang kompeten dalam IT masih 

kurang, menghambat pelayanan perizinan berbasis risiko melalui 

OSS. Untuk mengatasi masalah ini, DPMPTSP telah mengambil 

langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui 

pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, penyusunan 

kebutuhan SDM sedang dilakukan dengan koordinasi antara 

Kasubag Perencanaan dan SKPD terkait untuk memastikan 

kebutuhan tenaga kerja terpenuhi. 

2. Hambatan eksternal terutama berkaitan dengan rendahnya 

pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan berbasis risiko. 
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Banyak UMKM belum memiliki NIB karena kurangnya 

pemahaman tentang proses perizinan. Istilah-istilah dan 

informasi yang sulit dimengerti juga menjadi kendala, 

menyebabkan pelaku usaha sering mengandalkan bantuan 

petugas untuk mengisi formulir OSS. Namun, pengusaha yang 

telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis intensif terbukti 

mampu mengurus perizinan secara mandiri. 

3. Upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui 

sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif telah membuahkan 

hasil positif. Pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan 

awal dari petugas DPMPTSP menjadi lebih mandiri dalam 

mengurus perizinan usahanya. Oleh karena itu, upaya yang lebih 

intensif dari DPMPTSP diharapkan dapat terus meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai perizinan 

berbasis risiko, sehingga mendukung pertumbuhan usaha di 

Kabupaten Tabalong. 

2. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Tabalong 

menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perizinan berusaha berbasis 

risiko melalui sistem OSS-RBA melibatkan beberapa langkah penting seperti 

pendaftaran hak ases, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan dan 

fasilitasi. Analisis implementasi ini mempertimbangkan empat faktor yakni : 

1. Komunikasi  

a. Komunikasi internal merupakan faktor penting untuk menjaga 

keterbukaan dan transparansi antara unit-unit terkait di 

DPMPTSP. Petugas front office memberikan informasi dan 

pendampingan kepada pelaku usaha  

b. Komunikasi eksternal ialah terkait persyaran, prosedur dan status 

permohonan perizinan yang harus disampaikan dengan jelas dan 

tepat waktu kepada pemohon  

c. Sistem OSS digunakan sebagai media komunikasi untuk 

memudahkan akses dan pertukaran informasi secara elektronik 

dan meningkatkan transparansi juga mengurangi ketidakpastian  

d. Melalui fasilitasi seperti sosialisasi, bimbingan teknis, layanan 

helpdesk dan kolaborasi dengan tim teknis membuat komunikasi 

yang efektif dapat tercapai 

2. Sumber daya  

a. Kompetensi dan kualitas petugas sangat penting untuk terus 

dikembangkan meskipun jumlahnya masih kurang  

b. Infrastruktur teknologi cukup memadai termasuk jaringan 

internet, perangkat keras dan lunak serta sistem keamanan data 

sangat penting untuk dijaga  

c. Dukungan anggaran cukup untuk pengembangan, pemeliharaan 

dan pengorperasian sistem OSS-RBA  

3. Disposisi  

a. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dari pelaksana 

mendorong pelaksanaan tugas menjadi lebih baik  
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b. Keterampilan dan pengetahuan yang memadai memungkinkan 

pelaksana menghadapi tantangan dan komplesitas dalam proses 

perizinan  

c. Partisipasi dalam pelatihan dan bimbingan teknis membantu 

untuk meningkatkan pemahan pelaksana terhadap proses 

perizinan  

d. Pelaksana memiliki sikap yang proaktif dalam menyampaikan 

informasi dan memberikan bantuan kepada pelaku usaha  

e. Dukungan dan bantuan yang diberikan melalui pendampingan 

dan helpdesk merupakan cerminan disposisi yang baik 

4. Struktur birokrasi  

a. DPMPTSP Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan perizinan  

b. Tim OSS memberikan pertimbangan teknis dan mempercepat 

proses penerbitan perizinan  

c. Petugas Helpdesk OSS-RBA memberikan bimbingan dan bantuan 

terkait penggunaan sistem OSS-RBA  

d. Petugas pendampingan OSS-RBA menyediakan layanan 

pendampingan kepada pelaku usaha  

e. Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan 

aparat di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan  

Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten 

Tabalong menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif, sumber daya 

yang memadai, disposisi yang baik dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang 

mendukung. Faktor-faktor ini menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan, meskipun masih ada kendala yang perlu diatasi, terutama terkait 

dengan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta pemahaman 

pelaku usaha. 

 

Kesimpulan  

Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten 

Tabalong, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, 

menunjukkan bahwa pelayanan melalui sistem OSS-RBA terbagi menjadi 

pelayanan mandiri dan fasilitasi. Pelayanan mandiri memungkinkan pelaku 

usaha menggunakan perangkat mereka sendiri atau yang disediakan oleh 

DPMPTSP, sementara fasilitasi mencakup sosialisasi, bimbingan teknis, 

layanan pendampingan, Helpdesk OSS-RBA, dan Tim Teknis OSS. Dalam 

praktiknya, terdapat dua faktor penghambat utama: keterbatasan jumlah 

petugas yang mengakibatkan peningkatan beban kerja dan risiko kesalahan, 

serta rendahnya pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap 

prosedur perizinan. 

Analisis menggunakan pendekatan George C. Edwards III (1980), 

menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, implementasi kebijakan ini 

telah berjalan optimal dalam beberapa aspek kunci. Komunikasi yang efektif 

antara pihak terkait dan petugas Front Office memastikan pemahaman yang 

baik terhadap peraturan perizinan. Upaya peningkatan kapasitas petugas 

melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengurangi risiko kesalahan dan 

meningkatkan efisiensi. Struktur birokrasi yang mendukung memastikan 
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aliran kerja yang sistematis dan terorganisir. Namun, untuk meningkatkan 

efektivitas lebih lanjut, perlu ada langkah tambahan seperti penambahan 

jumlah pegawai, peningkatan intensitas dan kualitas bimbingan teknis bagi 

pelaku UMKM, dan program pelatihan bagi penyelenggara layanan perizinan 

usaha. 
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